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PERATURAN DAERAIT KABUPATETII HALMATTERA BARAT

Menimbang : a.

Mengingat : i.

2.

b.

NOMOR 3 TAHUN 2OL6

TENTAI.{G

KAWASAN TANPA ROKOK

DEi.iGAlI RAHtuiAT TUFiAN IA}IG MAfiA ESA

BUPATI HALTVIAHERA BARAT

bahwa merokok merupeij<an aktivitas yang berdampziJ< negatif bagi
kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perh"r upaya
pengendaiian dampak rokok terhadap kesehatan;
bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok
mempakan ha-k asasi hagr setiap orang sehingga diperlukan
kemauan, kesaciaran dan kemampuan dari berbagai pihak urnulrl
membiasakan pola hidup yang sehat;
bahrna pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AO9
tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daeredr untuk
mer,vujudkan kawasan tanpa rokok;
hahu,'a herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerair
Kabupaten Halmahera Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasai i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undaag Nomor 60 Tahun 1q58 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Sr,r'atantra Tingkat I Maluku l,{enjadi Llnr{ang-Ur:.da-ng

{Lembaga i,iegara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lernbaran
Negara Nomor 1645);
Lrndang-Undang Ncmor 1 Tahi.rn 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Herlmahera lJtara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepuiauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kep:;ls11an di Provinsi Maluku lJtara (Lernharan Negara
R.I. Tahun 2co3 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor a264);
Llnda;:g-Undang Norncr 36 Tahun 2ODq tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-undang Nomor 46 Tahun $99 tentang Pem!:entukan
Provinsi lvialuku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1.74,

Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 3895);
Undang-i-.indang Nomor 23 Tahun ZAV tentang Pemerintah
Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
244. Tarnbahan Lembara-n Negara Repul:lik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teierh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang perubahan kedua atas
Llndang-IJndang Nlcmor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintal Nomoi' 19 Tahun 2003 tentang Pengamanaa
Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 l'iomor
36,Tambahan Negara Nomor a276);
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8. Peraiuran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2412 tentang
Pengamanan Bahal yang Mengandung Zat Adiktif Berupa produk
tembakau Bagi Kesehatal (Lernbaran Negara Tahun 2otr2 }Iomor
278,Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 538t3i;

g. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalarn Negeri
Nromor 188/MENKES/PB/r 2C71 dan Nornor 7 tahun 2011
tentang Pedoman Felaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Den gan Persetr:j:.ian Be::sama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAJ

rlan
BUPATI IIALMAF{ERA BARAT

MEMUTI-ISKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG I{AWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN T'MUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
?. Fr,:;-neri;rtaha:: Datrah adalah Pe;r3rslsn*gara.11i urusan pemerirrtahar: oleh

pemerintah daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurui asas otonorni

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Hesatuan Republik In'lonesia sei:agaimana riimaksud daiam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pe:rrerinta-han Daerall jlarrg merrriinpin pelaksalaart urusan pemenntahan jlaflg
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilal Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lernbaga penvalclan rakyat daerah yang berkedr-rd-ukan sebagai urrsurc
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan kerja Perangkat Daerah,vang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga

Perangkat Daerah yang Mempunyai Fungsi, Tugas dan Tangglrng jawab dibidalg
ketenteraman dan ketertiban umrtm, perlindungan masyarakat dan penegakan

peraturan Daerah.
6. SKPD Pelaksana adaiah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di

bidang kesehatan.
Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik,mental, spiritual, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar
4an dihisap d.an/atau dihirup asapnya, terrrasuk rokok kretek, rokok putih,
cerutu dan atau benhrk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatabacum,
nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung
nikotin dan tar dengan atau tanpa bal.an tambahan.
Merokok adalah kegiatan memhakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau
dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan
struktur permanent atau sementara.
Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area, yang diperuntukkan
khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR
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13.

12. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau ssfaglan
terbuat dari tembakau sebagai bahan bakunya yarrg diolah untuk digunakan
Cenga-n cara dibakar, dihisap, dan rlihir:up atau dikr-lnyah.
Zat adlktif adaiah batran yang menyebabkal adiksi atau ketergantungan yzing

membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan
fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsur.*si bai;ur te::sebut,
kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada
penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleralsi dan
dapat men-vebabkan keadaan gejiila putus zat.

Iklan Niaga Rokok yang selanjutnya disebut Iklan Rokok adalah iklan komersial

dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada
khalayak sasaran untuk mempengaruh.i konsumen agar menggunakan rokok
yang ditawarkan.
Sponsor Rokok ada-iah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung,

dalam bentuk dana atau iainnya, dalam berbagai kegiatan yang diizrkukzrn oieh

lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi rokok
ai.au- pcngguflaan rokok.
Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangzrn atau area
yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,
rnenj u a1, mengiklan kar,, dart I atau nternpt ornosikan produk tem bakau.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat danlatau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,
prer:entif, kuratif, sraupun rehabilitatif yatg dilakukan oleh Pemenntah Daerafr

dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, tempat
praktik dokter, rumah bersalin, balai pengotratan, dan tempat praktik bidan,
Tempat proses belajar mengajar acialah tempat yang dimanfaatkan untuk
kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, danlatau pelatihan, termasuk
pr:rpu stakaal1, ru an g praktik / labora torium da"r: mt-i s r-1 em.

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan
untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan

alai< dan erena bermain alak-alak.
Tempat ibadah aclatah bangunan atar ruang tertutup yarrg memiiiki ciri-ciri
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadatr bagi para pemeluk masing-

masing agama secara permanen, seperti n:asjid, mushola, gereja, dan/aiai;
menghisap asap rokok.
Angkutan umum adatah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa
kenclaraal darat dan udara yang penggunaannya clengan komperrsa-si.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja
urrtuk keperluan suatu usaha d.an dimana terdapat sumber atau suneber batraya

seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau
seminar.
Tempat rlmurn adalah semlta tempat tertutup yang dapat diakses cieh
masyarakat umum danlatau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama
qntuk kegiatan masyarakat -yang dikelola oleh pemerintah,stt'asta dan

masyarakat, seperti hotel ,restoralt, bioskop, banciara, stasiun, pusat
perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olatrraga.
Ter,:pat lain yalg ciitetapi<an aclalah iempat terkrnka tertentu ]/ang dimanfaatkan
bersama- sama untuk kegiatan masyarakat.
Pimpinan atau penanggung jarvab kawasan tanpa rokok adalah adalah orang

_vang karerra jabatannya mernimr:in dan/atau bertanggungiawab atas kegiatan
dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
Anak adalah seseorang yarrg belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa

d.anf atau anak Jratrg masih dalam kandungan"
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Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Penetapal l{awasan Tanpa Rokok herasaskan:
a. Perikemanusiaal;
b. Keseimbangan;
c" Keserasian, kelestarian, keberlanjutan dan keseimbangan kesehatan, man.lsia

serta lingkungan;
d. kemanfaatan umum;
e. i:elindr:ngall;
f. penghormatan terhadap hak <ian kewajibran;
g. keadilan;
h. partisipatif; rlan
i. transparansi tian akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Ivlaksud dan Tujuan

Pasal 3

Fenetapan kawasern tanpa rokok dimaksucikaur untuk memberikan jaminan peroiehan
lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Penetapan kanvasan tanpa rokok hertujuan .:ratuk :

a. Menciptaka-rl ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari

bahaya hahan yang crengaarclung lcarsirl'rgen cL;"n zaL adiktif ilalari-i produ}'
tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan
kualitas hidup;

c. Me.lindungi penduduk usia prociuktif anak, rernaia, dam perempuan hamil .i:iri
dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan
dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk
ternbakau;

d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya
merokok dm manfaat hidup tanpa merokok;

e. Melindungi keehatan masyarakat dari bahaya akibat asap rokok orang lain;
f. Menekan pertumbuhan perokok pemula; dan
g. Memtxrdalakan hirlup sel:at.

BAB II
HAK DAIY KEWA"TIBAN

Pasa! 5

Seriap orang berhak atas:
a. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajatkesehatan;
b. urlara bersih dan menikmati r-rrlara :rrang bebas dari asap rokr:l<; dan

e. inlormasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau tnerokok dan

bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban :

a. fi)engnorrnati hak orarag latn dala;rrr upaya n;ernperoleh lingkung:il? yallg sehat,

baik frsik, biologi, maupun sosial;
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b. berperilaku hiciup sehat untuk rnewrrjudkan, memperterhankart, dan

memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
s. meru.cLihara lingkungerl yang bersih dar:. sehat yarl'g ircbas dari. asap rokok di

ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR;

d. IVlenghormati tidak merokok didepan/diruanganldimana terdapat Ibu hamil
dan/atau Ibu yang sedang men3rrsui bayi serta arrak-anal< di ka-vvasan tanpa

rokok.

BAB III
KAtrIASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

Kawasan tanpa rokok meliputi :

a. F"asiiitas pelaya-na::. k^esehatan;

b. Tempat belajar mengajar dan/atau kawasan belajar mengajar;
c. Tempat trermain anak;
d. Tempat ibariah;
e. Angkutan umum;
f . Teirpat kerja; rlan
g. Tempat umum dan tempat iain yang ditetapkan-

Fasa!" I

(1) Fasilitas pelayanal kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
adalah suatu edLal datr/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan 1iesehatan, baik promotif, preventii, l'luratif, maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah danf atau masyarakat

antara lain:
a. rumah sakit;
b. pusat kesehatan masyarakat;
c. tempat praktrk dokter;
d, klinik;
e. tempat praktik bidan; dan
f. apotek"

(2) Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana

dimaksud dalam Pasa-l 7 huruf b adalah tempat yang dimanfaatkan untuk
keglatan belajar, mengajar, pendiriikan, rlanf atau pelatihan antxa iain :

a. sekolah;
b. pergut-1an tinggi:
c. balai pendidikat dan pelatihal;
d. perpustakaan;
e. ruang praktik/laboratoriuml
f. museum; dari
g. pondok pesantren.

(3) Tempai anak berinain sebagairnana climaksud dalam Pasal 7 hr.r-rr.f c a.daiah

area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak,
antara lain:
a. pendidikan anak usia dini;
b. teinpat penitipan a:rak;
c. arena bermain anak-anak; dan
d. Posyandu.

t4l Tempat ibadah sebagairnana dimaksud daiam Pasal 7 huruf d adalah bangunan
atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan

untuk }eribadah bagi para pemeluk rnasing-masing agama secara permanen.

antara iain:
a. masjid;
b. mushcla;
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(5)

c. gereja;
d. kapel;
a pura.;
f. wihara; dan
g. kelenteng.
Angkutan '-rinum sehagaimaner dimaksuri dalam Fasal 7 iruruf e a-rl-;Lla1 a1at

angkutan bagi masyarakat yaxg berupa kendaraan darat dan air yang
penggunaannya dengan kompensasi, antara lain :

a. bus ufirrrrj];
b. angkutan kota;
c. a-ngkutan perdesaan: dan
d. angkutan urrrum Lralsporlasi lauL (spe<i bo,at dan/atau arigkutan laut urnLlm

lainnya)
Terni>at Kerja sebagaimana Cirnaksud dala:n Pasai 7 hr-rrni f adalal: tiap rl:lr-ugan

atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap tiimana tenaga kerja
bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan

ilimana terdapa.i sumber atau s:.rmber-sumber bahaya aliara lain :

a. perkantoran pemerintah;
b. perkantoran swasta;
c. industriTpabrik;
d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum: dan
e. Sta,siun Pengisian Bahan Bakar Gas.

Tempat umum sebagairnana clirnaksud dalarrr Pasal 7 liuruf g adalati semua

tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan latau tempat
yarg dapat dim:infaatlian bersama-sa-ina LliLtitk kegia.tan r:tasyarakcii ya-ng

dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, antara
lain:
a. pasar;
b. terminal;
c. tempat rvisata;
d. bandara;
e. hotel;
f. haite;
g. gedung pertemuan;
h. pertokoan;
!. fasilitas olah raga-;
j. tempat hiburan; dan
k. restoran.
Batasan kawasan sebagainiana diniaksud pada a-Vat {11, ayat {2i, dan ayat {3)

meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.
Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {4). ayat 1.61, dan ayat l7l
sampa-i batas kucuran air dari a'rap paling iuar di ternpat dan/atau gedung

tertutup.

Pasal 9

Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 berkex,ajrba-n menerapkan KiR.
Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 7 huruf f dan huruf g r,.rajib menyediakan tempat khusus untltk
merokok, kecuaii Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun
Pengisian Ba1lan Bakar Gas.
Ketentuan iebih lanjut tciltang tempat khusus untuk merokok cliatur ilalarn
Peraturan Bupati.
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{1}

(2)

Fasal 1O

Kau,asan tanpa rokck sehagaimana dimaksr-rd dalam pasal 7 huruf f, dapat
diseciiakan tempat i<husus untuk merokok.
Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan

cleh pirripint:n da:ilatau penanggungja',1'ab ternpat kerja <iengan ketenluan :

a. Merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
b. Terpisah secara fisik dan terletak diluar bangunan utama; dan
c. Paling dekat 5 ltima) meter dari pintu masuk da-ir pir.rtu keluar.
Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan salksi administratif berupa:
a. penngatan tertulis; dan/atau
b. pencabutan izin.

Ketentgan letrih lan-jut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksuci pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupari.

Pasal 1!.

Kawasal talpa rokok sebagaimana tiimaksud cialam pasal 7 wajib dipasang

tanda larangan merokok.
Tanda larangan merokok sebagainaria dimaksr-rd pada ayat {1) u'ajib ciil;asang di
pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat
dan terbaca.
Penasamgan tanda lara-ngan sebagaimana dimaksuri pada alrat (1.| nrcniadi

tanggungjawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda laralgan merokok diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB TV
I,ARA}IGAN DAN PENGENDAI,IAN

Pasal 12

Setiap orang diiarang merokok dikawasan yarg ditetapkal sebagai KTR kecuaii di
pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan, dan hotel.
Setiap ora11g <]an/atau badan dilarang rnemproinosikan, mengiklankanr., i:renjriai,
dan/atau membeli rokok dikawasan talpa rokok.
Setiap orang dilarang;
a. Menjr:al produk tembakau rnenguiiakal inesin Tayat an rnattdiri.
b. Menjual kepada siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun ;dan
c. Menjual kepada perempuan hamil.
B'r-:.pati bertangg'tng jawab terhadap peLaksanaan penegakan larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pelaksanaan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2\ Bupati
membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR..

Pembentukan Satuan Tugas Penegakan KTR ditetapkan dengan Keputusan
Bup;;ti.

i7) Ketentuan lebih ianjut mengenai mekanisme dal tata cara pemberian ijin diatur
dengan peraturan buPati.

Pasal 13

(1) Pemerintah claerah melakukan pengendalian iklan produk temba,kau vang

tiilakukan pada media luar ruang
(2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dl'lakukar-r dengan ketentuan :

a. foIencantumkan peringatan kesehatan dalarn benluk gamburr dan tulisan
sebesar paling sedikit tO% (sepuluh per seratus)dari total durasi iklan
d:anf atau 15% (lirna beias per seratus) dari total luas iklan ;

b. fuiencantumkan penaldaani tulisan "18+" dalam ikian produk tembakau ;

(3)
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c. Tidak rrempei:agakan, menggunakan, danlatau rnenampilkan wujud atau

bentuk rokok atau sebutan ;iain yang dapat diasosiasikan dengan merek
prr:11uk ir:rnbakau;

d. Tidak mencerntumkan narna produk yang bersangkutan acialah rokok ;

e. Tid.ak menggambarkan atau menyarankan batiwa merokok memberikan
rnanfa-at bagi keseha--ian ;

f. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
g. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok ;

h. Tidak 1nenampiikan attak, rerl1a1a, danf atau wanita harnil talam beniuk
gambar dan/atau tulisan ;

i. Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil ;

j. Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model ililan ;dan
k. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

{3) Pemasangan iklan procluk tembakau sebagejmana dirnaksud pacla ayat (2) 'r'ajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diletakkan di KTR;
h. Tj.iak rliletakkari di jalan :-rtama- atau proti'kol;
c. Tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utarna dan jalan kolektor;

d. Harus diletakkan sejajar dengan bahu jaJlan dan tidak boleh memotong jalan

atau rrieTintafig:
e. pemasangan iklan paling dekat lOo(seratus) meter dari batas luar pagar I

bangunan kawasan tanPa rokok;
f. Tidak boleh metebitri uLrrral 72 rr.2 ttr:uh pr:hrh drra rneter persegi); darr/atau
g. Tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ ciern ayat

(3) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
(5) Ketentuan lebih lanjut rrrengenai pemberia::r sa.nhsi administratif sebagtrimer:a-

dimaksud pada ayat i4) diatur dalam Peraturan Bupati.
(6) Ketentuan lebih lqjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan

!:olektor sebagaima-na rlirnerlisud pada ayat (3) huruf b, dan hnruf c, diatur
dengan Peraturan BuPati.

Pasal 14

Dalam rangka memenuhi akses ketersecliaan informasi dan edukasi kesehatafl
masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat
64n genai bahaya rokol<.

Pasal 15

t1i pernerintah Daei:ah men1,:slsnggarakan iklan 1a5r311ut masyar:akat rnengenai

bahaya rnenggunakal rokok.
{2) I{etentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan iklan diatur dengan Peraturan

tsupaii.

Pasal L6

Setiap orr?ng yang memproduksi dan/atar-r rnengimpor produk tembaka-u yaL:g

mensponsori suatu kegiatan iembaga danf atau perorangan hanya clapat

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tirlak melggunakan *ama merek dagang dan logo proiluk t*mbatr'lau termas:"rl<

brand image produk tembakau; dan
b. Tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
Spoi-isor sebaEalmana d.irnaksud pada ayat il) diiarang untrik kegratan lernbaga

dan/atau perorangan yang diliput media.
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(21 diberikan sanksi adrninistratif berupa teguran lisan atau tert'-rlis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalarn Peraturan Bupati.

(1)

(2i

(3)

(4)



Pasal 17

(1i Setiap penvelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk ternbakau atau rokck
diiaraqg mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia i8 (delapan beias)
tahun.

(2i Pelanggaran terhadap ketentrran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberilran
salksi penghentian kegiatzur.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAI{AiT

Pasal 18

(1) Masyarakat ciapat berperan serta daiam mewujudkarl tempat atau lingkungan
yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.

i2) Pcran s,:ita mas3,arakat cebagaimana d*aaksud paria ayat {1) dapat di1akul.:nn
oleh masyarakat :

a. Individu/perseorangan;
'b" Keh-;mpok;
c. Badan hukum;
d. Bad.an usaha;
e. Lembaga; aiau
f. Organisasi

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan
dCam ben[uk:
a. Pengaturan kawasan tanpa rokok dilingkungan masing-masing;
b. Penyampain saran, masukan dan pendapat dalarn penetapan, pelaksanaan

dan evaluasi kebijakan penyelangga-raan kawasan tanpa rokok;
c. Keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian

pcnyelenggataaiT kawasarl tanpa rokok mr:lalui pefigawasarr sosial; rian
d. Berperan aktif untuk tidak merokok didalam ruang atau rumah.

tsAB VI
PEMBINAAN DAN PENGA1VASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

{1) B.:lpati melakuhca pemhinaan dal periga\\rasan terhadap penyelengga-raan KTR di
wiiayah i{abupaten Halmahera Barat

(2t Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (tr), bupati dapai, rnelimpahkal kepada SKPIi yaxg terl:ait.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan

pembinaa:i terhadap I(TR fasilitas pelaya-nzur kesehata:r ;

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang
sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar
dan ternpat bermafn dan/atau berkumpuln3'a anak-anak;

c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat
melakukan pernbinaan terhadap KTR ternpat ibadah;

d. SKPD yang tugas dan funsinya dibidang perhubungal rnelakukan
pembinaan terhadap KTR angkutan umum;

e. SI{PD yang tugas elan fungsinya Cibidang olahraga rnetrakul<an pem}:inaal
terhadap KTR fasilitas olahraga;

f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan
per-n'oinaan KTR ternpat kerja;
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g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang
perhubungan dan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dal

h. SI{PD yailg tugas dan fungsinya diiridang ketertiban L'rmum melakukan
pembinaan seluruh KTR;

(4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada a5zat (1) dikoordinasikan oleh
sekret;u-is claerah.

Pasal 2i

Bppati sesr;lai dengan ker,r,'enangar.il','a rnelakukan pembinaan ata-q pen3-elenggaraan
kawasan tanpa rokok dengan cara:
a. Mewujudkan kawasan tanpa rokok;
b. iu{encegah percl<ok pemiila dan melal*;kan konseling unfirk tidak merokok.
c. Mernberikan iniormasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemapuan

masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
d. Bekerja -q.tfila <leugan badan danf atau lernbaga nasicna1 mauif,un intelnasional

atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kawasan tanpa rokok;
dan

e. Memirerikan pengtrargaan kepad.a orang yang telakr berjasa dalacr rnembantu
penyelenggaraan kawasan tanpa rokok

Bagian kedua
Pengawasan

Fasal22

(1) Bupati melakr,rkan pengalvasan atas pen;,relenggaraan kanriasan tanpa vckok
diwilayah daerah.

(2\ Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mer::-injuk SI(PD danf atei; bersa-r::a-safirlr masyarakat danf atasi }:ada-tl

atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan
pelaksanaan KTR diwiiayah daerah.

Pasal 23

{1} Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 a3'a.t {2) dimaksudl<an untl',k
mengetairui:
a. Ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR dan
b. I(r:taatan pimpinan atau penanggllngjawab I(TR terhaclap ketllntuiln

penyelenggaraarl kawasan tanpa rokok.

t2l Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

SKPD nrelakul;.an koardinasi dengan pimpinan atau penanggungiarvab KTR.

Pasal 24

(1) Pengawasan KTR dilaksanakar oleh SKPD yailg rnerrlpunyai 'uugers pokok dan
fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(2j SKPD sebagairnana di:"naksuC (1) terdiri dari:
a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan

pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
L). SKPD yang tngas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan deu: bidang sosial

melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan
tempat anak bermain danf ata.u berkumpulnya anak-anak;

c. SKPD yar'g tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat
melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;

d. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan meiakukan
pengawasan terhadap K?R angkuta-n umum;

e. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melalmkan pengawaserr

terhadap KTR fasilitas olahraga
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f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan meiakukar:
pembinaan KTR temPat ker,ia;

g. SI4PD yailg tuge.s i:akok dan fungsin3.'a dibida:-rg pari',r,isata dan hidaiig
perhubungal dan melakukan pembinaal I(TR tempat umum; dan

h. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan
pembinacil seluruli KTtr-;

(3) Hasil pengawasan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh

masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada
bupati melalui sekretalis daerah setiap 1 isatui buiar: sekali

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pelaporan diatur dengan
peraturan bupati.

Pasal 26

(1) Pengeloia, pimpinan dan/atau penallggungiawab KTR wajib
cian penga\.va-san di KllR yang menjarii tanggun$awaLrn-va

melakukan inspeksi

tzl Pengelola, pimpinan dxr/atau penanggungjawab KTR harus
inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

melaporkan hasil
(1) kepada SKPD

Pasal 27

(1) Dinas kesehatan dan satpoi PP berkoor<iinasi dengan SKFD lainnya melakukan
inspeksi dal1 pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.

t2\ Dinas kesehatan seianjutliya melaporkan hasil irispeksi clan pengau.asan k*pacle
bupati.

BAB VII
Wewenang dan Kewajiban

Bagian kesatu
Kewenangan SKPD

Pasal 28

SKPD yang melakukar:. pengawasan KTR
terw"enang:

sebagaimana dimaksud dalam pasaT 24

a. Memasuki kawasan tanpa rokok, kantor pimpinan atau
kawasan tanpa rokok, danf atas tempat-tempat tertentu;

penanggungjawab

b. Meminta keteranga;r kepacla pimpinar: atau- pena:tggunglarvab ka',vasan tanpa
rokok, tugas pengawas kawasan tanpa rokok dan setiap orang yang diperlukan;

c. Memotret atau membuat rekaman audio visrtal;
d. Mem'uuat salinan tlari dokumen dan/atau memLiuat catatan yang diperlukal;
e. Menegur pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok yang melakukan

pelanggaran;
f. Memerintahkan pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan

i-reraturan dacrah ini;
g. Menghentikan pelanggaran dikawasan tanpa rokok; dan
h. Membuat tempat-tempat khusus merokok pada ruangan SKPD masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban pimpinan atau penanggungiawab

Kawasan tanPa rokok

Pasal 29

(1) Pimpinan atau pananggungjawab kawasan tanpa rokok w'ajib melakukan
pengawasarr ter:tradap setiap orang yang rnerokok dikawasan tanpa rokok yang
menj adi wilayah kerj anya.

(2\ Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pimpinan atau penanggungarvab kanvasart tanpa rokok ber"venang:
a. Memasang tanda rambu "dilarang merokok";
b. Iv{elarang adanya asbaJ< dikawasan tanpa rokok;
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c. ivlenegur setiap orang yang merokok di.kawasan tanpa rokok yang menjadi
wilayah kerjanya; dan

.li" Memerj.ntahkan setiap {}rang yang tidak niengindahkan tegura:: sebaga,inrane

dimaksud pada huruf a, untuk meninggaikan kawasan tanpa rokok.
(3) Dalam ralgka melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud

pa-da ayat {li pirnpinan e-tau penangBlr-ngia."va-b ka-i,rasan t;urpa rci'ri;k dap:li
membentuk satuan tugas pengawasan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan pengawas KTR diatur
ilenga,n peraiu-r an BuPati.

BAB VIII
PeY:rtriayaaa

Pasal 3O

Segaia biaya .I/a-ng timbul sebagai akihat diteta-pkann3ra peraturan ciaerah ini
dibebankan pada APBD kabupaten Ha-lmahera Barat dan sumber pembiayaan lainnya
yalg sah.

BAB I;(
Sanksi Administrasi

Pasal 31

(1) Setiap orang d,anlatau badan, pimpinan SKPD atau penanggungiawab KTR yang
melarlggar ketentuan se!:agairnala di"rnaksud dala-m pasal 5 ayat (3), pasal 9 avat
(2i, ayal (3), pasal 11, dikenakan seurksi administrasi

(21 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
:l . Tegriral
b. Peringatan tertuiis
c. Denda danlata,u
.1. pen, abs12_r izin

Fasal 32

(1) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana d.imaksud dalam pasal 25

avat i2l yaitu:
a. Bupati danlatau kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada

pimpinan atau penanggungiawab KTR
.h:. Apabila dalarn u,ak*.rr 1 {satu) bulan sejak peingatan tertulis diberikan,

pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan
sehagaimana tercaltum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/
penanggungiawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa paksaan
pemerintahan atau uang paksa atau pencabutan izin.

{2i Sarksi se'Lragaimana diir:aksud pada ayat (2i hurrf }: diberikan oleh bupa.ti atarr
pejabat yang berwenang.

BAB X
Ketentuan PenYidikan

Pasal 33

{1} Pen-l'idika:: terkr.aclap pelanggaral peraturan ciaerah ini drlakukan pen-r'idik
pegawai negeri sipii yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peratr:ran perundang-undangan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

(21 Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penfidik pegawai negeri sipil
sehagaimana dirnaksud pacla ayat (i), berweiiang:
a. Menerima, mencari, mengumpulkal, dan meneliti keterangan atau iaporan

dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
b. Metrakr-rkan tindalqan periarna pada saat itu ditempat kejarlian cia,n meiakukan

pemeriksaan;
c. Meminta keterangan dan bahal bukti dari orang pribadi atau badan

sehub:"rngan dengan tindak pidana;
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ci. ivieiakiikan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
te::sebut;

e. Meminta bantuan tenaga ahii daiam hubungannya ciengan pemeriksaan
perkara;

f. Menl,uruh berhenti. melaralg seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaal sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan/atau dokumen yang dibarva sebagaimana dimaksud pada huruf d.

g. Memanggil orang rr-ntr:k didengar keterangann]ra qlrln diperiksa sehagai saksi
atau tersangka;

h. Menghentika penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian
republik indcnesia {Po1ri}, bahwa tidak terdapat cuk;p bukti atarr peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan seiajutnya memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

i. i,ielakukan tindai<:*r lain yang menurut hukum d-paat di.pertanggungjas,ai;k:in.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyarnpaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
r:erevidik kepohsian repubi"ik indorresia, sesu"ai dengan ketettuan yang diatur
dalam undang-undang hukum acara pidana

EAB XI
Ketentuan Pidana

Pasal 34

i1) Setiap orang yang memproduksi rokok, inenjual rokok, rcengiklankal dan/atau
mempromosikan produk tembakau dikawasan tanpa rokok setragaimana
dimaksud dalam pasal 7. pasal 8. pasal 9 ayat (2), pasal 12 dtancam- pidana
kurungan paling iama 90 (sembilan puluh) hari atau dipidana denda paling
banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

{2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 35
(1) Setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud

dalait pasal 4 ciieurcarr: pidana kur"ur:gan paling iar:ra 30 (tiga puluhi 1:ari atau
dipidana denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peialggaran.

EAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanaka-n
paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
Agar setiao orang mengeta-h.::inya, memerintahkan pengunCangan Peratura.n Daerah
ini dengan penempatannya cialam lembarein daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailoio
Padatanggai 28 Juli 2016

PE.]ABAT PARA}.'
Sekretaris Daerah lr- rA
As Bid Pem &Adm Umum
IiaCis liesehatan
Kabas Hukum & Orgs

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggaL 23 -ir-rli ZALA
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